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MOTTO 
 
ُّ سََصتَُّىيَعُّ ًِ ا ٍَ ُِّلإاُُّفُِّةََحيْص ََ ْىِاتٌُّطُّ ْ٘ ُْ ٍَ ُِّةٍَِّع َّسىا  
“Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya 
kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya” 
(Kaidah Ushul)  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam pedoman penulisan skripsi di 
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulis Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut : 
Huruf Arab Nama  Huruf Latin Nama 
ا Alif  Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta  T Te 
ث S|a S | Es (dengan titik diatas) 
ج Jim  J Je 
ح H{a H{ Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Z|al Z| Zet (dengan titik diatas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ix 
 
ص S{ad S{ Es (dengan titik di 
bawah) 
ض D{ad D{ De (dengan titik di 
bawah) 
ط T{a T{ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Z{a Z{ Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „Ain „__ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qof Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ه Lam L El 
ً Mim M Em 
ُ Nun N En 
ٗ Wau W We 
ٓ Ha H Ha 
ء Hamzah __‟ Aspostrof 
ي Ya Y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokal tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(‟). 
 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkaf atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
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Tanda  Nama  Huruf Latin Nama 
(َُّ ) Fath {ah A A 
(َُِّ ) Kasrah I I 
(َُُّ ) D{ammah U U 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ةتم Kataba 
2. سمذ Zukira 
3. ةُّٕرٌ Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu 
Tanda dan huruf Nama  Gabungan huruf Nama 
ًَى Fath{ah dan ya Ai A dan I 
َ٘ى Fath{ah dan wau Au A dan U 
 
Contoh : 
No  Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فٍم Kaifa  
2. ه٘ح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama  Harakat dan 
Tanda 
Nama 
ي......أ Fath{ah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
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ي......أ Kasrah dan ya i > i dan garis di atas 
ٗ......أ D{ammah dan wau u> u dan garis di atas 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi  
1. هاق Qa>la 
2. وٍق Qi >la 
3. ه٘قٌ Yaqu>la 
4. ًٍز Rama> 
 
4. Ta Marbu>t{ah  
Transliterasi untuk ta marbu >t}ahada dua, yaitu : 
a. ta marbu >t{ahyang hidup atau mendapat harakatfath}ah, kasrah dan 
d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 
b. ta marbu >t{ahyang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya ta marbu>t}ahdiikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang [al] serta bacaan kedua kata itu 
terpisah, maka ta marbu >t}ahitu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi  
1. هافطُّلأاُّةضٗز Raud {ah al-at }fa>l 
2. ةحيط T}alh }ah 
 
5. Syaddah (Tasydi >d) 
Syaddadatautasydi >d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydi >d (َُّّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddad. 
Contoh : 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّْتز Rabbana> 
2. هّصّ Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 
ها (alif lam ma’arifah). Namun dalam transliterasi kata sandang itu 
dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dengan kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang 
yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang 
mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No  Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. وجّسىا Ar-rajulu 
2. هلاجىا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah  
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanyaterletak di tengah dan 
di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.  
Contohnya : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. وما Akala 
2 ُٗرخأت Ta‟khuduna 
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3. ْىاؤ  An-Nau‟ 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf 
awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulusan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contohnya : 
No  Kata Bahasa Arab Transliterasi  
1. ه٘سزلاإُّدَحٍُّاٍٗ Wa ma> Muhammadun illa >rasu >l 
2. دَحىاٍَُِّىاعىاُّبزُّلله  Al-h}amdu lillahi rabbil „a >lami >na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il isim, maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 
yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 
harakat yang dihilangkan mkaa penulisan kata tersebut dalam 
transiletarsinya bisa dilakukan dengan duaa cara yaitu bisa dipisahkan 
pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ٍِقشاسىاسٍخُّٖ٘ىُّاللهُُّإٗ Wa innalla >ha lahuwa khair ar-ra>ziqin / 
Wa innalla >ha lahuwa khairur-ra>ziqi >n 
2. ُاصٍَىاُّٗوٍنىاُّا٘فٗأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi >za>na /Fa 
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aufu-kaila wal mi >za>na 
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ABSTRAK 
 
Siti Fatimah, NIM: 152121069, “Tinjauan Maqa<>s}id Asy-Syari>ah Terhadap 
Penetapan Status Anak Dari Perkawinan Sirri (Studi Perkara Nomor 
035/Pdt.P/2018/PA.Yk)”. Perkawinan sirri merupakan fenomena perkawinan 
yang tidak biasa namun banyak terjadi di masyarakat. Adanya fenomena 
perkawinan sirri pada akhirnya akan menimbulkan berbagai macam permasalahan 
seperti status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Untuk mengetahui 
permasalah penetapan status anak tersebut ada dua poin yang menjadi fokus pada 
penelitian ini, yaitu apakah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam 
menetapkan perkara nomor 035/Pdt.P/2018/PA.Ykdan bagaimana tinjauan 
maqa>s}id asy-syari>ah terhadap penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara 
nomor 035/Pdt.P/2018/PA.Yk tentang status anak yang lahir dari perkawinan sirri. 
Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) dengan 
menggunakan metode dokumentasi. Sumber pustaka primer berupa berkas 
perkara PA.Yk perkara nomor 035/Pdt.P/2018/PA.Yk. Penelitian ini 
menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif dengan menggunakan 
analisis dekriptif-induktif. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan, bahwa Majelis 
Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 
99 KHI tentang anak sah sudah tepat hal ini dilihat dari dasar hukum dan 
pertimbangan yang dipakai oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan perkara yang 
ditangani. Secaramaqa>s}id asy-syari>ah penetapan hakim telah sesuai dan 
memenuhi klasifikasi maqa>s}id asy-syari>ah yaitu terpenuhinya kebutuhan 
dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, yang tujuan utamanya demi kepentingan dan 
kemaslahatan anak. Dengan demikian penetapan dengan tujuan mencapai 
kemaslahatan anak dan pihak-pihak yang terkait maka diperbolehkan. 
 
Kata kunci : perkawinan sirri, status anak sah, maqa>s}id asy-syari>ah   
xix 
 
ABSTRACT 
 
Siti Fatimah, SRN: 152121069, “Observation Maqa>s}id Asy-Syari>ah 
towards Child Status Decision fromSirri Marriage (Number Case Study 
035/Pdt.P/2018/PA.Yk)”. Sirri marriage is unusual marriage phenomenon but it a 
lot happens in society. Sirri marriage phenomenon will effect some problems 
finally, such as child law status who born from this marriage. For knowing 
problem in this child status decision, there are two point focuses in this study, is 
law basis and judge consideration in deciding case number 035/Pdt.P/2018/PA.Yk 
and how is observation maqa>s}id asy-syari>ah to wards decision of Yogyakarta 
Religion Court in case 035/Pdt.P/2018/PA.Yk about child status born in sirri 
marriage. 
This study is a library researchwith using documentation method. Primer 
library source is case bundle of PA. Yk number case 035/Pdt.P/2018/PA.Yk. This 
study uses Juridical-Normative phenomenological method with using descriptive-
inductive analysis. 
Grounded from this study, writer concludes that Judge Souncil in its decision 
pasal 42 UU Number 1 Year 1974, Jo. Pasal 99 KHI about law child, this is 
looked form law base and  consideration used by Judge Souncil appropriate with 
case handled. In maqa>s}id asy-syari>ah judge decision appropriates and fulfils 
maqa>s}id asy-syari>ah classification, it fulfils dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat 
requirement. Main aim is for child. So, decision with aims to child and concerned 
parts is permitted.  
 
Key word: sirri marriage, law child status, Maqa>s}id asy-Syari>ah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan yang dilakukan dengan tidak 
didaftarkan secara resmi di lembaga yang berwenang dikenal dengan istilah 
perkwinan sirri. Perkawinan sirri merupakan fenomena perkawinan yang tidak 
biasa namun banyak terjadi di masyarakat dan terus berkembang. Masalah 
perkawinan sirri ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, 
karena perkawinan hanya dilakukan menurut agama tanpa dicatatkan kepada 
pihak yang berwenang seperti KUA dan Kantor Catatan Sipil.
1
 Sebagaimana 
telah dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
pada Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi: “tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan”2. 
Meskipun sudah diatur sedemikian rupa dalam perundang-undangan akan 
tetapi fenomena perkawinan sirri di Indonesia saat ini masih terbilang banyak, 
baik di desa maupun di kota, baik yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah, 
menengah hingga masyarakat kelas atas,dari masyarakat biasa, pejabat, artis 
maupun para ulama.
3
 Sebut saja kasus perkawinan sirri Aceng Fikri mantan 
Bupati Garut dan perkawinan sirri Syeh Puji beberapa tahun silam. 
                                                          
1
 Annisa Ridha Watikno, “Akibat Hukum Perkawinan Sirri Terhadap Kedududkan Anak 
Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Di Kabupaten 
Karanganyar”, Jurnal, (Surakarta) Universitas Surakaarta. 
 
2
Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
 
3Irfan Islami, “Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya”, 
Jurnal Hukum, (Jakarta) Vol. 8 Nomor 1, hlm. 80. 
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Maraknya fenomena perkawinan sirri di Indonesia tentu akan merugikan 
banyak pihak terkait, baik dari pelaku perkawinan itu sendiri, negara maupun 
masyarakat. Hal itupun juga akan berakibat pada anak yang dilahirkan, seperti 
misalnya mengenai status sah tidaknya seorang anak yang dilahirkan, atau 
mengenai kedudukan hukum anak dalam masyarakat.
4
Indonesia menduduki 
peringkat ke-7 di dunia dan ke-2 di ASEAN soal angka perkawinan anak 
tertinggi. Praktik perkawinan anak di Indonesia berdasarkan data BPS mencatat 
sebesar 11,2 persen, artinya 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah 
sebelum usia 18 tahun, dan mayoritas perkawinan tersebut tidak terjadi di 
Peradilan alias sirri.
5
 
Adanya fenomena perkawinan sirri yang masih banyak terjadi 
dimasyarakat, pada akhirnya akan menimbulkan berbagai macam 
permasalahan seperti perkara permohonan pengesahan anak dari perkawinan 
sirri yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor perkara: 
035/Pdt.P/2018/PA.Yk yang penyusun teliti. 
Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi 
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara 
                                                          
4
Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 
hlm. 18. 
 
5Ilham Safutra, Jawa Pos.com, “1 dari 9 Anak Nikah di Bawah Umur”, 24 Juli 2019. 
Dikutip dari https://www.jawapos.com/nasional/24/07/2019/ 1-dari-9-anak-nikah-di-bawah-umur/, 
diakses 17 Sepetember 2019 pukul  22.51. 
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tertentusebagaimana dimaksud undang-undang.
6
 Kekuasaan kehakiman di 
lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. 
Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan salah satu peradilan dalam 
kekuasaan kehakiman. Pengadilan Agama Yogyakarta berlokasi Jln. Ipda Tut 
Harsono No. 53 Yogyakarta 55122. Kewenangan dan tugas Pengadilan Agama 
adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama 
antara orang-orang bergama Islam dibidang perkawinan, warta, wasiat, waris, 
hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur 
dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang Peradilan Agama.
7
 
Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Yogyakarta mengadili sebuah 
perkara yang tertulis dengan register perkara Nomor 
035/Pdt.P/2018/PA.YK.tentang permohonan pengesahan anak. Perkara ini 
berawal dari perkawinan sirri antara Pemohon I (Suami) dan Pemohon II (Istri), 
dengan alasan kedua belah pihak (Pemohon I dan Pemohon II) masih kuliah. 
Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk melakukan 
perkawinan sirri. Sampai pada akhirnya mereka memiliki seorang anak yang 
lahir dari perkawinan sirri tersebut. Sekitar 3 tahun setelah anak mereka 
(Pemohon I dan Pemohon II) lahir Para Pemohon menikah lagi secara resmi di 
KUA. Permasalahan mulai muncul ketika Para Pemohon ingin membuatkan 
                                                          
6
Abdullah Tri wahyudi, Hukum Acara Peradilan Agama (Bandung: CV Mandar Maju, 
2016). hlm. 8. 
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Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
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akta kelahiran resmi kepada anak mereka, akta yang di buat oleh lembaga 
berwenang dengan ditulis nama ayah dan ibu kandungnya.
8
 
Seperti telah diketahui bahwa, salah satu syarat untuk membuat akta 
kelahiran adalah adanya akta nikah resmi dari pasangan suami istri. Tetapi 
karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan sirri, 
maka Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu harus mengajukan 
permohonan pengesahan anak di Pengadilan Agama tempat Para Pemohon 
tinggal yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta.Karena anak yang lahir dari 
perkawinan sirri hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja.  
Berdasarkan kronologi perkara secara singkat diatas majelis hakim yang 
menyidangkan permohonan pengesahan anak nomor perkara: 
035/Pdt.P/2018/PA.YK. memutuskan untuk mengabulkan permohonan 
Pemohon I dan Pemohon II, mengingat anak tersebut adalah anak biologis 
Pemohon I dan Pemohon II dan dengan pengesahan tersebut status anak 
menjadi jelas di mata hukum dan mendapatkan hak-hak yang sama dengan 
warga negara lain. 
Berangkat dari fenomena itu, maka penyusun merasa persoalan ini sangat 
menarik untuk dibahas, karena merupakan suatu realita sosial yang sedikit 
menyimpang dari undang-undang, yaitu dimana sebuah perkawinan yang 
seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan harus 
dicatatkan”. Akan tetapi dalam kasus ini perkawinan tidak dicatatkan atau 
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Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 035/Pdt.P/2018/PA.Yk perihal 
Permohonan Pengesahan Anak, 24 April 2018.   
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perkawinan sirri yang kemudian akan berakibat pada status sah tidaknya 
seorang anak di mata hukum. Atas dasar itu penyusun tertarik untuk melakukan 
penelitian ini dan dituangkan dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Maqa<s{id 
Asy-Syari<ah Terhadap Penetapan Status Anak dari Perkawinan Sirri 
(Studi Perkara Nomor 035/Pdt.P/2018/PA.YK)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 
dirumuskan bahwa pokok masalah yang akan dibahas adalah: 
1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan Perkara 
Nomor : 035/Pdt.P/2018/PA.YK tentang pengesahan anak hasil perkawinan 
sirri? 
2. Bagaimana tinjauan maqa<s{id asy-syari<ah terhadap penetapan PA 
Yogyakarta dengan Perkara Nomor : 035/Pdt.P/2018/PA.YK tentang status 
anak yang lahir dari perkawinan sirri? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok masalah di atas, tujuan yang ingin di capai dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan Perkara 
Nomor : 035/Pdt.P/2018/PA.YK tentang pengesahan anak hasil perkawinan 
sirri. 
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2. Menjelaskan tinjauan maqa<s{id asy-syari<ah terhadap penetapan PA 
Yogyakarta dengan Perkara Nomor : 035/Pdt.P/2018/PA.YK tentang status 
anak yang lahir dari perkawinan sirri.  
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
bagi khasanah pengembangan pemikiran di bidang hukum khususnya dalam 
bidang status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri. 
2. Secara Praktis, dapat menambah dan memperluas wacana  bagi para 
pembaca pada umumnya, dan bagi penyusun sendiri khususnya, mengenai 
permasalah hukum yang terjadi di masyarakat khususnya dalam bidang 
perkawinan. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Perkawinan 
a. Pengertian Perkawinan 
Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan Pasal 1 pengertian perkawinan : “Perkawinan 
ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”Suatu 
perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan 
menurut kepercayaan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana telah disebutkan dalam 
Pasal 2 Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
9
, yang 
berbunyi: 
1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaanya itu. 
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
b. Pengertian Perkawinan Sirri 
perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar 
pengetahuan petugas resmi (PPN/KUA), karena perkawinan tersebut 
tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Sehingga suami istri tersebut 
tidak mempunyai surat nikah sah dan tidak mempunyai buku nikah. 
Biasanya orang yang dipercaya untuk menikahkan dalam perkawinan 
sirri adalah ulama atau kiai, pemuka agama atau mereka yang dipandang 
mengetahui hukum-hukum perkawinan.
10
 
Perkawinan sirri keberadaanya tidak diatur dalam Undang-Undang 
Perkawinan maupun KHI, walaupun perkawinan sirri tidak diaturdalam 
peraturan perundang-undangan  perkawinan sirri sah menurut hukum 
agama, namun perkawinan sirri dapat mengakibatkan dosa bagi 
pelakunya, karena melanggar ketentuan yang diterapkan pemerintah (ulil 
                                                          
9
Lihat Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk), 
(Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 22. 
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amri). Al Qur‟an memerintahkan setiap muslim untuk menaati ulil amri 
selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah.
11
 
2. Status Anak 
Berbicara mengenai anak, dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Ayat (1) dan 
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
dijelaskan bahwa“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau 
sebagai akibat perkawinan yang sah”, Pasal 43“Anak yang lahir di luar 
perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, 
keduduakan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah.”12 
Selain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, pengertian anak sah juga dibahas dalam Pasal 99 Kompilasi 
Hukum Islam yang berbunyi“Anak yang sah adalahAnak yang dilahirkan 
dalam atau akibat perkawinan yang sah, Hasil perbuatan suami istri yang 
sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”13 
3. Pertimbangan hakim  
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting 
untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 
keadilan (ex aequto et bono) dan mengandung kepastian hukum disamping 
itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga 
                                                          
11
Quraish Shihab, Wawasan Al Qur’an Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Umat, 
(Bandung: Mizan, 1997), hlm. 204. 
 
12
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & 
Kompilasi Hukum Islam, (Grahamedia Press, 2014), hlm. 13.  
 
13
Ibid.,hlm. 361.  
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pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. 
Apabila pertimbangan hakim tidak diteliti, baik, dan cermat, maka putusan 
hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh 
Peradilan Tinggi/Mahkamah Konstitusi.
14
 
4. Maqa<s{id asy-Syari<ah 
Maqa<s{id asy-Syari<ah adalah maksud/tujuan yang melatarbelakangi 
ketentuan-ketentuan hukum Islam. Atau dengan bahasa sederhana Maqa<s{id 
asy-Syari<ah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. 15 Konsep 
Maqa<s{id asy-Syari<ah pada hakikatnya untuk mewujudkan kemaslahatan 
manusia. Kemaslahatan yang akan diwujudkan dibagi menjadi 3 (tiga) 
tingkat kebutuhan, yaitu  
a. Kebutuhan Daruriyat  
Kebutuhan daruriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau 
disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, 
akan terancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat 
kelak.
16
Ada 5 (lima) hal yang termasuk dalam kebutuhan daruriyat, yaitu 
memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara 
keturunan, memelihara harta. Sebagai contoh perkawinan merupakan 
sesuatu yang harus dilakukan dalam upaya menjaga keturunan apabila 
                                                          
14
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140. 
 
15
Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta: Prenadamedia Group, 
2018), hlm. 75. 
 
16
Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 
234. 
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manusia tidak melakukan perkawinan maka akan mengancam eksistensi 
keturunan dan harga diri manusia.  
b. Kebutuhan Hajiyat  
Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana 
apabila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, 
namun akan mengalami kesulitan.
17
Sebagai contoh adanya kebutuhan 
daruriyat harus ditunjang dengan kebutuhan hajiyat, dalam hal ini 
lembaga KUA sebagai kebutuhan hajiyat  karena KUA untuk menulis 
perkawinan meskipun tanpa dituliskan manusia tetap bisa menikah akan 
tetapi sangat berbahaya karena tidak memiliki status hukum tetap. 
c. Kebutuhan Tahsiniyat 
Kebutuhan tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak 
terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas 
dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini merupakan 
kebutuhan pelengkap, disini kebutuhan tahsiniyatnya adalah buku nikah, 
akta nikah. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Kajian seputar perkawinan sirri memang cukup banyak dibicarakan dan 
dikaji, akan tetapi permasalahan mengenai status anak yang lahir dari 
perkawinan sirri jarang ditemukan. Guna mendukung penelaahan dalam skripsi, 
maka penyusun mencoba untuk menelususri hasil-hasil penelitian yang 
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Ibid., hlm. 235. 
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membahas topik yang sama atau berkaitan dengan apa yang penyusun teliti. 
Beberapa karya tulis ilmiah yang menurut penyusun berkaitan dengan 
permasalahan yang penyusun teliti yaitu: 
Petama, Skripsi yang disusun oleh Trisnawati dengan judul “Nikah Sirri 
dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang 
(Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)”.18 Skripsi ini 
mebahas mengenai bagaimana nikah sriri itu ditinjau dari hukum Islam dan 
UU No. 1 Tahun 1974, ketentuan hukum tentang nikah sirri, faktor penyebab 
nikah sirri di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang. Kesimpulan 
Sripsi ini menujukkan bahwa nikah sriri yang terjadi di Kelurahan Lajangiru 
Kecamatan Ujung Pandang bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan. Dijelaskan bahwa Nikah sirri/di bawah tangan adalah 
nikah yang dilakukan diluar pengawasan pencatat nikah dan tidak tercatat di 
KUA sedangkan nikah sriri menurut hukum Negara sebelum ada UU No. 1 
Tahun 1974 masalah perkawinan diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 yang 
menyebutkan perkawinan diawasi oleh pencatat nikah tetapi banyak faktor 
yang menyebabkan nikah sirri sehingga masyarakat yang melakukan 
perkawinan sirri tidak dicatatkan di kantor ursan agama (KUA).Berbeda 
dengan skripsi tersebut, dalam skripsi ini penyusun membahas mengenai 
pengesahan anak dari perkawinan sirri, buka mengenai faktor-faktor penyebab 
nikah sirri. 
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Trisnawati, Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan 
Ujung Pandang (Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), Makassar: 
Universitas Islam Negeri Makassar, 2015. 
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Kedua, skripsi yang disusun oleh Miftahus Sa‟adah dengan judul 
“Penetapan Status Anak Dari Hasil Nikah Sirri (Studi terhadap Penetapan 
Pengadilan Kebumen Nomor Perkara 04/Pdt.P/2007/PA.Kbm)”. 19  dalam 
skripsi ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim yang dipakai dalam 
memutus perkara, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan 
status anak hasil nikah siri di Pengadilan Agama Kebumen. Kesimpulan dari 
skripsi ini adalah bahwa Majelis Hakim mendasarkan putusannya kepada Pasal 
49 Ayat (2) angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 103 
Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan berwenang mengeluarkan tentang 
asal usul seoranga anak setelah mengadakan pemeriksaan yang diteliti 
berdasarkan bukti-bukti yang sah. Menurut hukum Islam penetapan tentang 
status anak hasil nikah sirri sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama 
Kebumen sudah benar karena tujuan utama dari adanya penetapan status anak 
hasil nikah sirri tersebut adalah demi kepentingan dan kemaslahatan anak. 
Penelitian yang penyusun teliti tidak jauh berbeda dengan penelitian yang 
telah dilakukan. Yakni mengenai pertimbangan hakim dan dasar hukum yang 
dipakai hakim dalam memutus perkara. Akan tetapi, dalam penelitian ini lebih 
ditinjau dari segi maqa<s{id asy-syari<ah. Selain itu instansi yang dijadikan 
sebagai sarana penelitian pun berbeda. Dengan bedanya instansi penelitian 
maka faktor-faktor yang melatarbelakangi perkara yang ditelitipun berbeda. 
Ketiga, skripsi yang disusun oleh Didik Mashadi dengan judul “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Penolakan Pengesahan Anak di Luar Nikah Pasca 
                                                          
19 Miftahus Sa‟adah, Penetapan Status Anak Dari Hasil Nikah Siri (Studi terhadap 
Penetapan Pengadilan Kebumen Nomor Perkara 04/Pdt.P/2007/PA.Kbm), Yogyakarta: Universitas 
Islam Negeri Yogyakarta, 2009, Skripsi tidak diterbitkan. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Perkara 
No. 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk).” 20  Skripsi ini membahas tentang dasar 
pertimbangan hakim yang dipakai dalam memutus perkara, serta bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap penolakan pengesahan anak di luar kawin. 
Kesimpulan dari skripsi ini adalah, bahwa kajian hukum Islam permohonan 
pengesahan anak yang dimohonkan di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 
0008/Pdt.P/2013/PA.Yk tidak dapat dikabulkan. Secara garis besar 
permohonan tersebut ditolak dengan pertimbangan anak tersebut lahir dalam 
perkawinan yang tidak sah, karena menggunakan wali nikah yang tidak berhak, 
sehingga anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Akan tetapi 
majelis hakim tetap mewajibkan kepada ayahnya untuk memberikan nafkah 
sampai anak itu dewasa. Dalam skripsi ini, penyusun membahas mengenai 
penetapan status anak dari perkawinan sirri, yang mana anak tersebut lahir dari 
perkawinan yang sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum yang 
berlaku di Indonesia. 
Keempat, Skripsi yang disusun oleh Nahar Surur dengan judul 
“Pemidanaan Nikah Sirri Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil 
Peradilan Agama Bidang Perkawinan (Pasal 143) Perspektif Mas}lah}ah 
Mursalah.”21Skripsi ini membahas bagaimana pemidanaan nikah sirri yang 
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Didik Mashadi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pengesahan Anak di Luar 
Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Perkara No. 
0008/Pdt.P/2013/PA.Yk), Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2014, Skripsi tidak 
diterbitkan. 
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Nahar Surur, Pemidanaan Nikah Sirri Dalam Rancangan Undang-Undang  Hukum 
Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (Pasal 143) Prespektif Mas}lah}ah 
Mursalah,Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018. 
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tercantum dalam Rancangan Undang-Undang  Hukum Materiil Peradilan 
Agama Bidang Perkawinan serta analisis Mas}lah}ah Mursalah terhadap 
pemidanaan nikah sirri tersebut, apakah penerapan sanksi terhadaap pelaku 
nikah sirri menimbulkan manfaat atau justru menambah kemudharatan yang 
lebih besar. Kesimpulan dalam skripsi ini menunjukkaan bahwa kaidah 
Mas}lah}ah Mursalah yang digunakan dalm menganalisis kemaslahatan 
pemidanaan nikah sirri justru berdampak negatif. Kemudharatan yang 
ditimbulkan dari penerapan sanksi justru menambah beban bagi mereka. Yang 
perlu ditekankan dalm hl ini adalah sanksi administrsi karena sejatinya nikah 
sirri hanya pe;anggaran administrasi, bukan suatu tindak kejahatan yang harus 
di kriminalisasikan. Berbeda dengan skripsi yang  penyusun teliti, dimana 
pokok pembahasan dalam skripsi penyusun lebih condong  kepada pengesahan 
anak dari perkawinan sirri tersebut. 
Kelima, jurnal yang ditulis oleh Irfan Islami dengan judul “Perkawinan Di 
Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan akibat hukumnya.”22Penelitian ini membahas 
mengenai perkawinan sirri yang terjadi di Jakarta Khususnya dan berbagai 
permasalahan hukum yang timbul akibat praktik perkawinan sirri. Penelitian 
penyusun teliti tidak jauh berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan akan 
tetapi dalam penelitian penyusun lebih menjurus ke akibat hukum dalam hal 
pengesahan anak dari perkwinan sirri tersebut. Selain iti juga instansi yang 
dijadikn sebagai sarana penelitian pun berbeda. 
                                                          
22Irfan Islami, “Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya”, 
Jurnal Hukum, (Jakarta) Vol. 8 Nomor 1, hlm. 80 
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G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah library research (penelitian pustaka), yaitu 
suatu usaha untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan serta 
menganalisis suatu permasalahan melalui sumber-sumber kepustakaan.
23
 
Data berupa studi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara No. 
035/Pdt.P/2018/PA.YK tentang permohonan pengesahan anak dari 
perkawinan sirri. Dengan pendekatan yuridis-normatif yaitu suatu penelitian 
dengan melakukan pengkajian terhadap studi dokumen, yakni menggunakan 
berbagai data sekunder atau bahan pustaka.
24
 
2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 
yang sekunder karena bahan dokumen. Sumber data sekunder terdiri dari : 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas 
(autoritatif). Bahan hukum primer terdiri dari: (a) peraturan perundang-
undangan; (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu 
perundang-undangan; (c) putusan hakim.
25
 Dalam hal ini, Bahan Hukum 
primernya adalah berkas perkara Nomor 035/Pdt.P/2018/PA.YK tentang 
                                                          
23
Sutrisno Hadi, Metodologi Research I cet. 25 (Yogyakarta: Andi Ofset, 1997), hlm. 82 
 
24
Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum,(Bandung: Pustaka Setia, 2008), 
hlm.39. 
 
25
Zainuddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47. 
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penetapan permohonan pengesahan anak dari perkawinan sirri di 
Pengadilan Agama Yogyakarta. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang 
merupakan dokumen resmi. Publikasi terdiri atas: (a) buku-buku teks 
yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, 
termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) jurnal-jurnal hukum.
26
 
3. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang penyususn gunakan dalam menyusun 
skripsi adalah Dokumentasi teknik pengumpulan data yang berupa buku, 
dokumen, surat kabar dan karya ilmiah. 
4. Analisis Data 
Dalam melakukan analisis data penyusun menggunakan metode analisis 
kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari salinan putusan 
perkara Nomor 035/Pdt.P/2018/PA.Yk. Serta data-data yang berwujud 
dokumen secara deskriptif dan menganalisa data secara kualitatif dengan 
menjabarkan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian. 
Dalam mengambil kesimpulan penyusun menggunakan metode induktif, 
yaitu metode analisis yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa 
konkrit, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
27
 
 
                                                          
26
Ibid., hlm. 54. 
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Sutrisno Hadi, Metodologi ..., hlm. 43. 
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H. Sistematika Pembahasan 
Guna mempermudah dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, serta 
agar memperoleh pembahasan yang fokus, terarah, dan sistematik, maka 
penyusun membagi ke dalam lima bab yang tersusun secara sistematis yaitu 
sebagai berikut: 
Bab pertama, pendahuluan menjelaskan arah yang akan dicapai pada 
penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode 
penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum pernikahan sirri serta status 
anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri, yang berisi tentang: pengertian 
perkawinan, pengertian perkawinan sirri, rukun dan syarat-syarat 
perkawinan,pencatatan perkawinan di Indonesia, dan asal-usul anak meliputi 
pengertian anak sah, serta bagaimana kedudukan anak sah secara hukum, dasar 
dan pertimbangan hakim, Maqa<s{id asy-Syari<ah. 
Bab ketiga, akan memaparkan mengenai fakta perkara tentang status anak 
yang dilahirkan dari perkawinan sirri Nomor Perkara 035/Pdt.P/2018/PA.YK, 
kemudian memuat tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara 
nomor 035/Pdt.P/2018/PA.YK serta dilengkapi dengan gambaran umum 
mengenai Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai pelengkap. 
Bab keempat, memaparkan analisis penyusun terhadap dasar hukum dan 
pertimbangan hakim serta tinjauan hukum Maqa<s{id asy-Syari<ah terhadap dasar 
hukum dan pertimbangan perkara nomor 035/Pdt.P/2018/PA.YK. 
18 
 
 
 
Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan secara 
keseluruhan dan saran-saran. Setelah penutup dilengkapi dengan daftar pustaka 
dan dilengkapi pula dengan lampiran-lampiran.  
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BAB II 
Landasan Teori 
A. Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan 
Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 
semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-
tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah, sebagai jalan bagi 
makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidup.
28
 
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang 
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; 
melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.
29
 Definisi yang hampir sama 
dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahman Hakim, bahwa kata nikah 
berasal dari bahasa Arab “nikahun” yang merupakan masdar atau asal dari 
kata kerja (fi’il madhi) “nakaha”, Sinonimnya “tazawwaja” kemudian 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia  sebagai perkawinan. Kata nikah 
juga sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.
30
Kata 
na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-qur‟an dengan arti kawin, seperti dalam 
surat An-Nisa‟ ayat 3: 
                                                          
28
Thihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap (Jakarta: 
PT Rajawali Pers, 2014), hlm. 6. 
 
29
Abdur Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 7. 
 
30
Ibid., hlm. 7. 
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َُُّلاث َٗ َُّىْْث ٍَ ُِّءاَسِّْىاُِّ ٍِ ُّ ٌْ َُنىَُّباَطُّا ٍَ ُّاُ٘حِنّْ َافُّى ٍَ َاَتٍْىاًُِّفُّاُ٘طِسُْقتُّ ََّلاأُّ ٌْ ُتْفِخُّ ُْ ِإ َٗ
ُّ ةَدِحا َ٘ َفُّاُ٘ىُِّدَْعتُّ ََّلاأُّ ٌْ ُتْفِخُّ ُْ ِ َئفَُّعَاتُز َٗ َُّث 
Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 
perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika 
kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, 
atau hamba sahayaperempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih 
dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
31
 
 
Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja  dalam Al-Qur‟an dalam 
arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37: 
ٍِْ ِْ ٍِ ْؤ َُ ْىاَُّىيَعُّ َُ َُ٘نٌَُّلاُّ ًْ َِنىَُّاَٖمَاْْج َّٗ َشُّا  سَط َٗ َُّاْْٖ ٍِ ٌُّدٌْ َشُّىََضقُّا ََّ ََيف 
.....Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya 
(menceraikannya). Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak 
ada keberatan bagi orang mukmin.....
32
 
 
Di Indonesia, aturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana dalam Pasal 1 
dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 
dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha 
Esa”. Oleh karenaya, pengertian perkawinan dalam ajaran islam memiliki 
nilai ibadah, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan 
                                                          
31Al Qur‟an birrosmil utsmani dan terjemahnya (Kudus: CV. Mubarokatan Thoyyibah), 
hlm. 76. 
 
32
Ibid., hlm. 422 
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bahwaperkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) untuk 
menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
33
 
2. Pengertian Perkawinan Sirri 
Kata sirri berasal dari bahasa arab al-sirr jamak asrar yang berarti 
rahasia, sembunyi-sembunyi, misterius, dengan diam-diam, tertutup dan 
mengambil gundik.
34
 Jadi nikah sirri bisa berarti pernikahan (perkawinan) 
yang hanya dilaksanakan secara Islam (sesuai ketentuan agama), tetapi tidak 
dicatatkan  di KUA.
35
 
Menurut A. Zuhdi Muhdlor, perkawinan sirri adalah perkawinan yang 
dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN/KUA), karena 
perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Sehingga 
suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah sah dan tidak mempunyai 
buku nikah. Biasanya orang yang dipercaya untuk menikahkan dalam 
perkawinan sirri adalah ulama atau kiai, pemuka agama atau mereka yang 
dipandang mengetahui hukum-hukum perkawinan.
36
 
                                                          
33Zainuddin Ali, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia”, cetakan pertama, (Jakarta: sinar 
Grafika, 2006), hlm. 7. 
 
34 Dahlia Haliah Ma‟u, ”Nikah sirri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak 
(Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syariah),” jurnal Al-Ahkam, (Surakarta) Vol. 1 Nomor 1, 2016, 
hlm. 37-38. 
 
35
Nurul irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 
2013), hlm. 211. 
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A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum ..., hlm. 22. 
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Perkawinansirri menurut KHI tidak memiliki kekuatan hukum.
37
Dalam 
Pasal 5 KHI telah dinyatakan secara tegas bahwa agar terjamin ketertiban 
perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Hal itu 
karena perkawinan bukan hanya sekedar akad sepele dan dapat 
dipermainkan, melainkan sebuah janji suci yang sangat sakral antara 
seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang 
kekal sebagai mitsaqan ghalidhan.
38
 
3. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhinya syarat dan rukunnya. 
Rukun adalah bagian dari segala hal yang harus terpenuhi dalam 
perkawinan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai rukun dan syarat 
perkawinan terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14) yaitu
39
 : 
a. Calon Suami; 
b. Calon  istri; 
c. Wali nikah; 
d. Dua orang saksi; 
e. Ijab dan Kabul. 
Suatu perkawinan juga dianggap sah apabila telah dilangsungkan 
menurut ketentuan yang diatur oleh negara sehingga harus memenuhi 
syarat-syarat dan cara yang ditentukan dalam suatu negara. 
                                                          
37
Add. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia 
Edisi Revisia, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 284. 
 
38
Nurul irfan, Nasab dan Status Anak ...,  hlm. 214. 
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Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 107. 
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Syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 
tentang perkawinan terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yaitu : (1) 
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
40
 
Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam 
Bab II Pasal 6 sebagai berikut
41
: 
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 
21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal duniaatau 
dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin 
dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari 
wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 
darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup 
dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 
5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalaam 
ayat (2), (3) dan ayat (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara 
                                                          
40
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam, (Gramedia Press: 2014), hlm. 2. 
 
41
Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 
56-57. 
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mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah 
hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas 
permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu 
mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan ayat (4) pasal ini. 
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai-dengan ayat (5) pasal ini berlaku 
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari 
yang bersangkutantidak menentukan lain. 
4. Pencatatan Perkawinan di Indonesia 
Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administrasi berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mewujudkan 
ketertiban perkawinan dalam masyarakat serta memberikan kepastian dan 
perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. 
Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, 
yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi 
perselisihan atau percekcokan diantara mereka, atau salah satu tidak 
bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna 
mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan 
akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah 
mereka lakukan.
42
 
Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: 
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(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaanya itu. 
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Dari Pasal di atas telah dijelaskan bahwa setiap perkawinan harus 
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila 
dilihat dari kedua ayat pada pasal di atas, maka dapt dianggap bahwa 
pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula 
kesahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat 
perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan 
itu.
43
 
Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau 
tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan bersifat administratif, 
yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan tersebut memang ada dan 
terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang 
bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak 
dicatat dalam Akta Nikah dianggap tidak sah oleh negara dan tidak 
mendapat kepastian hukum. Begitu pula segala akibat yang timbul dari 
perkawinan tidak dicatat itu.
44
 
Suatu perkawinan pada dasarnya harus dicatatkan agar terjamin 
kepastian dan perlindungan hukum bagi suami istri berserta akibat 
                                                          
43 Rachmadi Usman, “makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-
undangan Perkawinan di Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia, (Banjarmasin) Vol. 12 No. 3, 
2007. Hlm. 255-256. 
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hukumnya, yang menandakan pencatatan perkawinan merupakan suatu 
keharusan yang harus dipenuhi. Selain harus memenuhi ketentuan dan 
syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaannya. Prinsip pencatatan perkawinan yang dianut dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi tidak bermakna bilamana keabsahan 
suatu perkawinan tidak terkait dengan pencatatan perkawinan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal ini tidak secara 
tegas ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga 
seakan-akan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan peluang 
terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan.
45
 
Memang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), walaupun menegaskan 
kembali pentingnya pencatatan perkawinan, namun tidak terdapat formula 
yang menjadikan pencatatan perkawinan sebagai syarat formal untuk 
menentukan sah tidaknya ikatan perkawinan. Setidaknya hal ini disebabkan 
oleh KHI menghindari tuduhan dan kritik masyarakat Islam yang masih 
kuat menganut faham bahwa sahnya perkawinan tidak dibenarkan melebihi 
syarat dan rukum yang diatur dalam kitab-kitab fiqih. Demi menghindar dari 
tindakan psikologis dan sosiologis tersebut, perumusan KHI memilih jalan 
keluar, dengan memperinci satu persatu fungsi pencatatan perkawinan 
dalam bebagai Pasal Kompilasi hukum Islam. 
46
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Dengan demikian peraturan pencatatan perkawinan yang termuat dalam 
Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 apabila 
dihubungkan akan menimbulkan makna ganda, yaitu: (1) pencatatan 
perkawinan merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan, dan (2) 
pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat yang menentukan sahnya 
perkawinan.Sehingga perlu ditelaah lebih lanjut mengenai eksistensi dan 
pemaknaan pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan 
perkawinan, sehingga dapat memberikan pemahaman hakikat dari 
pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. 
 
B. Status Anak 
1. Pengertian Anak Sah 
Dalam Islam, terdapat beberapa macam status anak sesuai dengan 
sumber asal anak itu sendiri. Sumber asal itulah yang akan menentukan 
status seorang anak. suatu perkawinan sangat menentukan status anak, status 
seorang anak sangat bergantung pada perkawinan atau hubungan antaraa 
ayah dan ibunya.
47
 
Anak sah adalah anak yang terlahir atau akibat perkawinan yang sah 
antara seorang laki-laki dan seorang wanita sesuai dengan hukum masing-
masing dan memiliki hubungan keperdataan sempurna dengan kedua orang 
tuanya. Hubungan keperdataan yang dimaksud yaitu meliputi hubungan 
nasab (garis keturunan) anak kepada ayah (dalam Islam), hak pemenuhan 
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nafkah dari orang tua kepada anak, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak 
saling mewarisi, hak perwalian nikah ayah atas anak perempuannya, dan 
hak-hak keperdataan lainnya.
48
 
Berbicara mengenai anak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 yaitu: “Anak yang sah adalah 
anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. 
Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 99 
yaitu: “Anak yang sah adalah a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat 
perkawinan yang sah; b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim 
dan dilahirkan oleh istri tersebut”.49 Dari Pasal tersebut dapat ditarik garis 
besarnya bahwa yang termasuk kriteria anak sah, anak tersebut harus lahir 
dalam perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan akibat perkawinan 
yang sah. 
Berkaitan dengan anak sah, penetaapan asal usul seorang anak juga 
penting.
50
Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta 
kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana telah 
disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3), yang berbunyi: 
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(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran 
yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. 
(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka 
Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang 
anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti 
yang memenuhi syarat. 
(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka 
instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan 
yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang 
bersangkutan.
51
 
2. Kedudukan Anak sah 
Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan 
yang sah antara ayah dan ibunya. Berarti kedudukan anak sah ditentukan 
oleh keabsahan perkawinan orang tuanya. Akibatnya, anak sah yang 
bersangkutan, selain memperoleh pertimbangan hukum dari orang tuanya, 
juga urusan perbuatan hukum yang diperlukan akan diwakili oleh orang 
tuanya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
52
Sahnya seorang anak di 
dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebapakan 
(nasab) dengan seorang laki-laki. 
Dalam hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh 
kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang 
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dengan nama Allah disucikan. Dalam hukum Islam ada ketentuan batasan 
kelahiran anak, para ulama dari kalangan mazhab telah sepakat bahwa batas 
minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan.
53
 
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak 
memberikan pengaturan yang mendetail mengenai kedudukan anak. 
pengaturan mengenai kedudukan anak dalam Undang-Undang Perkawinan 
hanya terdiri dari 3 Pasal yaitu Pasal 42, 43 dan 44. Undang-Undang 
Perkawinan membagi kedudukan anak kedalam dua kelompok, yaitu: 
1. Anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari 
perkawinan yang sah. 
2. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan 
bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
54
 
Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan memberikan hak kepada suami 
untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya apabila si 
suami dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut 
merupakan akibat dari perzinaan itu. Atas penyangkalan tersebut pengadilan 
akan memberikan keputusan mengenai sah atau tidaknya anak tersebut.
55
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam, penjelasan mengenai anak sah dan 
anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak berbeda dengan apa yang 
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telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam selain anak sah 
tersebut adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, 
tetapi juga anak hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan di 
lahirkan oleh istri tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 99 ayat (1) 
dan (2) dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.
56
 
Berdasarkan penjelasan beberapa Pasal diatas dapat dipahami bahwa, 
ketika seorang anak lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, maka 
anak tersebut mempunyai hubungan nasab atau hubungan kekerabatan 
dengan ayah dan ibunya yang tertera pada akta kelahirannya. Dan apabila 
anak yang lahir dari perkawinan yang pelaksanaannya tidak ataupun kurang 
sesuai dengan peraturan yang ada, maka anak yang lahir dari perkawinan 
tersebut hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan dengan ibunya 
saja. Begitupula juga yang akan tertera pada akta kelahiran anak tersebut, 
yang tertera hanya nama ibunya saja. 
 
C. Pertimbangan Hakim 
1. Pengertian Pertimbangan Hakim 
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertimbangan adalah 
pendapat tentang baik buruk
57
 nya suatu hal guna memberikan suatu 
ketetapan atau keputusan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek 
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yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang 
mengandung keadilan (ex aequto et bono) dan mengandung kepastian 
hukum disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang 
bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, 
baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak diteliti, baik, dan 
cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut 
akan dibatalkan oleh Peradilan Tinggi/Mahkamah Konstitusi.
58
 
Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait 
pembuktian, dimana hasil pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap 
penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk 
memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan benar-
benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim 
tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa 
peristiwa/fakta tersebut benear-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya 
sehingga nampak adanya hubungan hukum antar para pihak.
59
 
Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, 
yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara 
yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan 
perkara-perkara yang mereka ajukan ke Pengadilan dapat diputus oleh 
hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga 
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dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan perundang-
undangan.
60
 
2. Dasar Pertimbangan Hakim 
Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan perlu 
didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga 
didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam teori dan 
praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan 
penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, 
dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya 
dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum. 
Kekuasaan kehakiman merupakan suatu badan yang menentukan dan 
kaidah-kaidah hukum positif dalam konsentrasi oleh hakim melalui putusan-
putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundangan-
undanganyang diciptakan suatu negara dalam usaha menjamin keselamatan 
masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak 
ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas diwujudkan 
bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur 
Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, 
yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.
61
 
                                                          
60
Nurafifah dan Rahmiyati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal 
Yang Memberatkan Dan meringankan Putusan” Jurnal Ilmu Hukum. (Banda Aceh) No. 66 
Fakultas Hukum. UNSYIAH. hlm. 344. 
 
61 Ahmad Rifa‟i, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, 
(Malang: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102. 
34 
 
 
 
Seorang hakim dianggap tahu akn hukumnya sehingga tidak boleh 
menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara/peristiwa yang diajukan 
kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu pengadilan 
tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang 
diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan 
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 
 
D. Maqa<s{id Asy-Syari<ah 
1. Pengertian Maqa<s{id Asy-Syari<ah 
Secara bahasa, Maqa<s{id asy-Syari<ah terdiri dari dua kata, yaitu 
maqa<s{iddan syari<ah. Maqa<s{id berasal dari bahasa arab yang merupakan 
bentuk jamak dari kata maqsud, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, 
tujuan, tujuan akhir. Syari<ah secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) 
air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah 
sumber pokok kehidupan. Maka dengan demikian, Maqa<s{id asy-Syari<ah 
adalah maksud/tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum 
Islam. Atau dengan bahasa sederhana Maqa<s{id asy-Syari<ah adalah maksud 
dan tujuan disyariatkannya hukum.
62
 
Secara istilah Maqa<s{id asy-Syari<ah dapat diartikan sebagai maksud atau 
tujuan dari turunnya syariat kepada seorang muslim. Semua kewajiban 
manusia yang bersumber dari persyariatan diturunkan oleh Allah adalah 
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demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Tidak ada satupun syariat Allah 
yang diturunkan kepada manusia yang tidak mempunyai tujuan.
63
 
Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai 
tujuan masing-masing. Tujuan pensyariatan hukum adalah demi kebahagian 
hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil yang 
bermanfaat dan menolak atau mencegah yang membuat rusak. Dengan kata 
lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup 
manusia, baik jasmanimaupun rohani, baik individu maupun kelompok. 
Sebagaimana al-syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan 
untuk kemaslahatan hamba (al-ahkam masyru’ah li mashalih al’ibad).64 
2. Pembagian Maqa<s{id asy-Syari<ah 
Kalau kita pelajari dengan seksama ketetapanAllah dan Rasul-Nya yang 
terdapat pada Al-Qur‟an dan Hadits, kita akan melihat bahwa semua 
mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Dan mengandung 
hikmah yang mendalam sebagai rahmat bagi umat manusia. Sebagaimana 
ditegaskan dalam Q.S al-Anbiya ayat 107: 
ُّ ة ََ ْحَز َِّلاإََُّلْْيَسَْزأُّا ٍَ ََُِّٗ ٍْ َِ َيَعْيِّى  
Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi seluruh alam.
65
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Kata “rahmat bagi seluruh alam” dalam ayat diatas  dapat diartikan 
sebagai kemaslahatan umat. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa 
memang hukum syara‟ itu mengandung kemaslahatan untuk umat 
manusia.
66
 
Kemaslahatan itu, oleh al-Syatibi dilihat dari 2 (dua) sudut pandang. 
Dua sudut pandang itu adalah: 
a. maqa<s{id al-Syari’ (Tujuaan Tuhan) 
b. Maqasid al-Mukallaf  (Tujuan Mukallaf)67 
Maqa<s{id asy-syari<ah dalam arti maqa<s{id al-syari’, mengandung empat 
aspek. Keempat aspek itu adalah: 
1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di 
akhirat. 
2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. 
3) Syariat sebagai suatu hukum taklifi yang harus dilakukan, dan  
4) Tujuan syariat adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.68 
Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat Maqa<s{id asy-
Syari<ah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat 
dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga 
berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka 
mewujudkan kemaslahatan. Aspek yang terakhir berkaitan dengan 
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kebutuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum 
Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya 
membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.
69
 
Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih tampak sebagai 
penunjanga aspek pertama sebagai aspek inti. Namun sebelum menguraikan 
lebih panjang aspek pertama sebagai aspek inti, terlebih dahulu dipaparkan 
tiga aspek terakhir yang menurut al-Syatibi memiliki keterkaitan dan 
merupakan rincian bagi aspek pertama. Aspek pertama sebagai inti dapat 
terwujud melalui pelaksanaan taklifi atau pemahaman hukum terhadap para 
hamba sebagai aspek ketiga. Taklifi tidak dapat dilakukan kecuali memiliki 
pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagai aspek kedua. 
Pemahaman dan pelaksanaan  taklifi ini dapat membawa manusia berada di 
bawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai 
aspek keempat. Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakannya syariat 
yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sebagai aspek inti, dapat 
diwujudkan.
70
 
Dalam rangka pembagian Maqa<s{id asy-Syari<ah, aspek pertama sebagai 
aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan 
hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal 
pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. 
Kemaslahatan  itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat 
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diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, menurut al-Syatibi 
adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.
71
 
Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi menjadi 3 (tiga) 
tingkatan kebutuhan, yaitu daruriyat (kebutuhan primer, pasti), hajiyat 
(kebutuhan sekunder, dibutuhkan), dan tahsiniyat (kebutuhan tersier,).
72
 
Dari ketiga jenis kebutuhan tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. 
Adanya keterkaitan maka tidak dapat dipisahkan. Adapun penjelasannya 
sebagai berikut: 
1) Kebutuhan Daruriyat 
Kebutuhan Daruriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau 
disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, 
akan terancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat 
kelak.
73
 
Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, 
yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara 
keturunan dan memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah 
syariat Islam diturunkan. Tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan 
tersebut tentu akan berakibat negatif bagi kelima unsur pokok tersebut.
74
 
a. Memelihara Agama (Hifzh al-Din) 
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Menjaga atau memelihara agama berdasarkan tingkat 
kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: 
1) Memelihara agama dalam peringkat dharuriyat, yaitu memelihara 
dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk tingkat 
primer, seperti melaksanakan shalat fardhu (lima waktu). Apabila 
kewajiban shalat diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam. 
2) Memelihara agama dalam peringkat hajiyat, yaitu melaksanakan 
ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti 
melakukan shalat jama’ dan shalat qasar bagi seorang musafir. 
Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan tidak akan terancam 
eksistensi agama, namun akan mempersulit bagi orang yang 
melakukannya. 
3) Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti 
petunjuk agama dengan maksud menjunjung tinggi martabat 
manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap 
Tuhan, seperti menutup aurat baik saat shalat maupun di luar shalat, 
membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat 
kaitannya dengan akhlak yang terpuji.
75
 
b. Memelihara Jiwa (Hifzh al-Nafs) 
Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat 
dibedakan menjadi tiga peringkat: 
                                                          
75
Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh dan ..., hlm. 78-79. 
40 
 
 
 
1) Memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyat, seperti memenuhi 
kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. 
Apabila kebutuhan pokok tersebut diabaikan, maka akan 
mengancam eksistensi jiwa manusia. 
2) Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyat, seperti diperbolehkannya 
berburu binatang untuk menikmati makan yang lezat dan halal. 
Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi 
kehidupan manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya. 
3) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyat, seperti diterapkannya 
tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhuubungan 
dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak akan mengancam 
eksistensi jiwa manusia maupun mempersulit kehidupannya.
76
 
c. Memelihara Akal (Hifzh al-„Aql) 
Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat 
dibedakan menjadi tiga peringkat: 
1) Memelihara akal dalam peringkat dharuriyat, seperti 
diharamkannya mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya. 
Apabila ketentuan ini diabaikan maka akan mengancam eksistensi 
akal manusia. 
2) Memelihara akal dalam peringkat hajiyat, seperti diajurkannya 
menuntut ilmu pengetahuan. Sekirannya ketentuan ini diabaikan 
maka tidak akan mengancam eksistensi akal, akan tetapi akan 
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mempersulit diri seseorang, dalam pengembangan kehidupan ilmu 
pengetahuannya. 
3) Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyat, seperti 
menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu 
yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak 
akan mengancam eksistensi akal secara langsung.
77
 
d. Memelihara keturunan (Hifzh al-Nasl) 
Memlihara keturunan atau harga diri ditinjau dari tingkat 
kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: 
1) Memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyat, seperti 
disyariatkan nikah dan dilarang untuk berzina. Apabila hal ini 
diabaikan  maka akan mengancam eksistensi keturunan dan harga 
diri manusia. 
2) Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyat, seperti 
ditetapkannya talak sebagai penyelesai suatu perkawinan. Apabila 
talak tidak dibolehkan maka akan mempersulit rumah tangga yang 
tidak harmonis lagi. 
3) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyat, seperti 
disyariatkannya khitbah (peminang) dan walimah dalam 
perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan 
perkawinan. Apabila hal ini diabaikan maka tidak akan mengancam 
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eksistensi keturunan atau harga diri manusia, dan tidak pula 
mempersulit kehidupannya.
78
 
e. Memelihara Harta (Hifzh al-Mal) 
Memelihara harta dilihat dari segi kepentingannya dibedakan 
menjadi tiga peringkat: 
1) Memelihara harta dalam peringkat dharuriyat, seperti 
disyariatkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil 
harta orang lain dengan cara yang sah. Apabila aturan ini dilanggar 
maka akan mengancam eksistensi harta. 
2) Memelihara harta dalam rangka peringkat hajiyat, seperti 
dibolehkannya transaksi jual beli saham, istishna’ (jual beli order). 
Apabila ketentuan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi 
harta, namun akan memnimbulkan kesulitan bagi pemiliknya untuk 
melakukan pengembangannya. 
3) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat, seperti ketentuan 
tentang menghindari diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini 
erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis dan 
sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila 
diabaikan.
79
 
2) KebutuhanHajiyat 
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Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana 
apabila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, 
namun akan mengalami kesulitan.
80
Contoh dalam bidang ibadah adanya 
rukhsoh untuk kemudahan.Rukhsoh adalah hukum keringanan yang telah 
disyariatkan oleh Allah atas orang mukallaf dalam kondisi-kondisi 
tertentu yang menghendaki keringanan. Seperti kebolehan atas orang-
orang yang sedang mengadakan perjalanan di siang bulan Ramadhan 
maka baginya boleh berbuka (tidak berpuasa), kebolehan shalat sambil 
duduk ketika tidak mampu shalat dengan berdiri. Orang yang sedang 
adakan perjalanan (musafir) boleh meng-qasar shalat yang empat rakaat 
menjadi dua rakaat.
81
 
3) Kebutuhan Tahsiniyat 
Kebutuhan tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak 
terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas 
dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini merupakan 
kebutuhan pelengkap, seperti yang dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang 
merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang 
tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai 
dengan tuntutan norma dan akhlak.
82
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3. Urgensi Maqa<s{id Asy-Syari<ah  dalam Kajian Hukum Islam 
Kajian teori Maqa<s{id asy-Syari<ah dalam hukum Islam adalah sangat 
penting. Urgensi tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu 
sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari 
wahyu Tuhan dan diperuntukkan pada umat manusia. Hukum Islam yang 
sumber utamanya adalah Al-Qur‟an dan Sunnah yang turunnya sudah 
beberapa abad yang lalu tentunya akan selalu berhadapan dengan perubahan 
sosial, dengan kondisi yang demikian, Al-Qur‟an dan Sunnah juga harus 
beradaptasi dengan perubahan sosial. Oleh karena itu, kajian tentang 
Maqa<s{id asy-Syari<ah adalah hal yang penting untuk bisa memberikan 
jawaban atas permasalahan yang semakin berkembang di masyarakat. 
Kedua, dilihat dari aspek historis, perhatian terhadap teori ini telah 
dilakukan oleh Rasulullah, paraa sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. 
Ketiga, perubahan pengetahuan tentang Maqa<s{id asy-Syari<ah merupakan 
kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan 
tujuan hukum Islam itulah setiap persoalan dalam bermu‟amalah antar 
sesama manusia dapat dikembalikan.
83
 
Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf dan 
Wahbah az-Zuaili yang menegaskan pentingnya Maqa<s{id asy-Syari<ah. 
Menurut Abdul Wahhab Khallaf, Maqa<s{id asy-Syari<ah penting karena dapat 
dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur‟an dan Sunnah, 
menyelesaikan dalil yang bertentangan, dan yang sangat lagi untuk 
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menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur‟an 
dan Sunnah secara keabsahan.
84
 Wahbah az-Zuaili juga menegaskan bahwa 
pengetahuan tentang Maqa<s{id asy-Syari<ah merupakan persoalan yang 
penting bagi mujtahid ketikan akan memahami nash dan membuat hukum, 
dan bagi orang lain dalam rangka mengtahui rahasia-rahasia syari‟ah.85 
Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa beliau adalah termasuk orang 
yang sangat percaya kepada maksud-maksud syariat (Maqa<s{id asy-Syari<ah), 
keharusan memahaminya, serta kepentingannya dalam mebentuk akal 
seorang ahli fiqh yang ingin berenang di lautan syariat dan mengambil 
perhiasannya. Untuk membantunya dalam mendapatkan hukum yang benar, 
seorang ahli fiqh tidak cukup berdiri di atas teks-teks literal-partikular. 
Karena, hal itu dapat membelokkannya dari jalan lurus untuk kemudian 
berburuk sangka kepada Allah dan Rasulullah. Allah tidak butuh terhadap 
hamba-hamba-Nya. Ketika Allahmemerintah, melarang, menghalalkan, 
mengharamkan, dan membuat hukum bagi meraka, Allah tidak akan 
merasakannya sedikit pun baik dari segi manfaat maupun mudharatnya. 
Ketika Allah membuat hukum bagi manusia itu demi kebaikan dan 
kemaslahatan manusia sendiri di dunia dan di akhirat. Hal itu bisa 
                                                          
84
Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, Fiqih dan ..., hlm. 81. 
 
85
Ghofar Shidiq, Teori maqasid ..., hlm. 120. 
 
46 
 
 
 
diketahuioleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang 
yang tidak mengetahuinya.
86
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BAB III 
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERKARA 
PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRRI 
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA 
 
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Yogyakarta 
Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Pengadilan 
Serambi milik Kesultanan Yogyakarta. Pengadilan Serambi adalah pengadilan 
yang dilakukan di serambi-serambi masjid oleh Penghulu yakni Pejabat 
Administrasi Kemasjidan, Pengadilan Agama Yogyakarta berdiri pada tahun 
1946, pertama kali berkantor di Pengulon debelah utara Masjid Besar 
Yogyakarta.
87
 
Pengadilan Agama Yogyakarta terbentuk berdasarkan Penetapan Menteri 
Agama RI Nomor 6 Tahun 1947. Gedung Pengadilan Agama Yogyakarta 
dahulu terletak di Jalan Sokonandi No. 8 Yogyakarta, dengan status hak pakai 
kantor Kanwil Departemen Agama Propinsi D.I.Y, yang dibangun pada tahun 
1976. Kemudian pada tahun 1996 Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta 
melaksanakan tukar pakai gedung dengan Kanwil Departemen Agama (Wisma 
Sejahtera Kanwil Departemen Agama provinsi DIY) yang terletak di Jalan 
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Wijilan No. 14 Yogyakarta, kemudian pidah ke Jalan Ipda Tut Harsono No. 53 
Yogyakarta sampai saat ini.
88
 
Pengadilan Agama Yogyakarta adalah Pengadilan Agama kelas IA 
merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Adapun 
pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta meliputi 14 
kecamatan diantara yaitu
89
: 
Tabel 1 
Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta 
No.  Wilayah No. Wilayah 
1.  Umbulharjo 8. Mantrijeron 
2.  Kota Gede 9. Wirobrajan 
3. Gondokusuman 10. Ngampilan 
4. Danurejan 11. Gondomanan 
5. Pakualaman 12. Tegalrejo 
6. Mergangsan 13. Jetis 
7. Kraton 14. Gedongtengen 
 
Sumber: Website Pengadilan Agama Yogyakarta 
Pengadilan Agama Yogyakarta sendiri memiliki visi dan misi sebagai 
acuan dalam bekerja, sebagai berikut
90
: 
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Visi Pengadilan Agama Yogyakarta 
“Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung” 
Misi Pengadilan Agama Yogyakarta 
1. Meningkatkan kualitas sumber daya apatur peradilan agama sehingga 
lebih profesional dan proporsional. 
2. Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan peradilan 
yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 
3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif 
dan efesien. 
4. Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan 
akuntabel. 
5. Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan Visi 
Mahkamah Agung RI. 
Struktur Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2019 ialah sebagai berikut
91
: 
Ketua   : Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H.,M.H 
Wakil Ketua : Drs. Waluyo, S.H. 
Sekretaris  : Sudaritno, S. H 
Kasubag  :  
- Kepegawaian    : Hj. Aini Fauziyah, S.H 
- Keuanga       : Rr. Arum Fitriana .R., 
S.H., M.H 
- Perencanaan IT : Suharjana, S.H 
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Panitera   : Drs. Arwan Achmad 
Wakil Panitera  : Drs. Mokh. Udiyono  
Panitera Muda  :  
- Permohonan : Subarman, S.H 
- Gugatan  : Mokhamdan, S.H 
- Hukum   : - 
Panitera Pengganti : 
Drs. M. Nuryadin, M.Si 
Hj. Nanik Naje‟imah, S.H 
Gutomo Sujanadi, S.H 
Rosiati, S.Ag 
Dra. Muslimah Prasetyowati 
Rahmawati, S.Ag 
Muhammad Syayhon, S.H 
Jurusita  :  
H. Ahmad Mashuri, S.H., M.Si 
   Abubakar Kia, S.H 
   Fajar Fauzani, S.HI 
   Hj. Sugiyem, S.H 
   Ade Ayu Damayanti Astuti W, S.M 
   Fina Nuriana, S.HI 
   Sigit Tri Sutianti, S.H 
   Nanang Andrianto, S.T 
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   Rita Listiyanti, S.E 
Hakim    : 
Dra. Hj. Siti Baroroh, M.Si 
   Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H 
   Drs. Sultoni, M.H 
   Drs. H. M. Hasany Nasir, S.H., M.H 
   Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, S.H., M.H 
   Drs. H. Muthohar, S.H., M.H 
   Dra. Hj. Farchanah Muqaddas, M.Hum 
   Drs. Ruslianyah, S.H 
   Drs. H. Khamimudin, M.H 
   Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H 
Drs. Ahmad Arifin 
 
B. Deskripsi Perkara 
Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan dan 
tugas Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 
perkara tingkat pertama antara orang-orang bergama Islam di bidang 
perkawinan, wasiat, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi 
syariah sebagaimana diatur dalam.
92
 
                                                          
92
Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
52 
 
 
 
Salah satu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah 
menangani perkara pengesahan anak dari perkawinan sirri. Sebagai badan 
peradilan di wilayah Yogyakarta, Pengadilan Agama Yogyakarta telah 
melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. Dalam menangani 
perkara pengesahan anak dari perkawinan sirri. Sebagaimana telah diputus oleh 
hakim dengan putusan Nomor 035/Pdt.P/2018/PA.Yk. adapun deskripsi 
perkara sebagai berikut: 
Perkara Nomor 035/Pdt.P/2018/PA.Yk merupakan perkara pengesahan 
anak yang diajukan oleh Pemohon I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan --, 
bertempat tinggal di Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta, dan Pemohon II, 
umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di Kec. 
Mergangsan Kota Yogyakarta. Permohonan pengesahan anak ini diajukan pada 
tanggal 21 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 
Yogyakarta Nomor 035/Pdt.P/2018/PA.Yk. 
Dalam surat permohonannya, Pemohon I telah melangsungkan perkawinan 
dengan Pemohon II yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mergangsaan, Kota Yogyakarta, 
sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ------, tertanggal 20 
November 2017. 
Akan tetapi, sebelum perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II 
telah melangsungkan perkawinan sirri di Wonosobo pada hari Selasa tanggal 
14 Januari 2014. Selama perkawinan sirri Pemohon II melahirkan seorang anak 
53 
 
 
 
perempuan yang diberi nama A, yang lahir di Bantul pada tanggal 23 Januari 
2015. 
Para Pemohon mengakui bahwa anak yang bernama A adalah benar-benar 
anak dari hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga benar anak 
tersebut merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II. Para Pemohon 
mengajukan permohonan pengesahan anak mereka guna perubahan Akta 
Kelahiran anak tersebut (A) dengan identitas sebagai anak Pemohon I dan 
Pemohon II, bukan hanya pada Pemohon II (ibunya) saja. Anak tersebut (A) 
tidak pernah diakui oleh orang lain (pihak ketiga) sebagai anaknya. 
 
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam Memutus 
Perkara Nomor 035/Pdt.P/2018/PA.Yk. 
Hukum pembuktian (law of evindence) dalam berperkara merupakan 
bagian yang kompleks dalam proses litigasi. Keadaan komplesitasnya makin 
rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekontruksi 
kejadian atau peristiwa di masa lalu (past event) sebagai suatu kebenaran 
(truth). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses 
peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (ultimite truth), tetapi 
bersifat kebenaran relatif atau bahkan bersifat kemungkinan (probable). 
Namun, untuk mencari kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi 
kesulitan.
93
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Berdasarkan surat permohonan di atas, adapun hal-hal yang menjadi 
pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan pengesahan anak 
dari perkawinaan sirri ini adalah, sebagai berikut: 
1. Maksud dan tujuan permohonan Pemohon. 
2. Adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang 
dikuatkan dengan alat bukti fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah antara 
Pemohon I dan Pemohon II (Bukti P.1), sehingga memenuhi syarat formil 
sebagai orang yang mengajukan perkara perdata dalam hal Permohonan 
Pengesahan Anak. 
3. Pertimbangan selanjutnya adalah mengenai kewarganegaraan, Agama, dan 
domisili Pemohon I dan Pemohon II, yang dikuatkan dengan alat bukti 
Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II (Bukti P.2 dan P.3), hal 
ini berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta baik 
Kompetensi Absolut maupun Kompetensi Relatif dalam perkara ini. 
4. Permohonan ini dilandaskan karena adanya perkawinan sirri yang dilakukan 
Pemohon I dengan Pemohon II sebelum melakukan perkawinan tercatat di 
KUA, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan bukti P.6 (Berita Acara 
Perkawinan Sirri) dan bukti P.7 (Foto perkawinan). 
5. Perkawinan sirri Para Pemohon telah sesuai dengan Syarat dan Rukun 
dalam perkawinan secara syar‟i, sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 
(2), ayat (3) dan ayat (4), Jo. KEMENAG Nomor 154 tahun 1991tentang 
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Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 
1991 pasal 14 (Rukun Nikah). 
6. Keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan juga keterangan dari para saksi 
pelaksanaan perkawinan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II terjadi 
pada tanggal 14 Januari 2014 bertempat di Dusun Larangan, Krajan, 
Mojotengah, Wonosobo, dengan wali nikah Kakek kandung Pemohon II 
(karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal) dengan dihadiri dua 
pihak keluarga. 
7. Pertimbangan selanjutnya adalah keterangan dari para saksi, yang 
membuktikan bahwa pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dengan 
pemohon II telah sesuai dengan hukum munakahat Islam dimana 
perkawinan tersebut dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan maskawin 
seperangkat alat shalat. 
8. Keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi dan Kutipan 
Akta Kelahiran Nomor – tanggal 9 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang menyatakan 
Pemohon II melahirkan anak yang bernama A pada tanggal 23 Januari 2015. 
9. Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang mengakui bahwa anak tersebut 
adalah anak sah mereka, yang lahir dalam perkawinan mereka, dimana hal 
tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi di muka sidang, serta bukti Surat 
Kelahiran (bukti P.5). 
10. Tidak adanya bantahan bahwa anak yang bernama A adalah anak Pemohon 
I dan Pemohon II. 
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11. Antara Para Pemohon belum pernah bercerai, maka anak yang lahir dalam 
perkawinan tersebut adalah anak sah, sesuai dengan Pasal 42 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, hal ini 
berkepentingan guna mengurus akta kelahiran anak sebagai anak kandung 
Pemohon I dan Pemohon II, perlindungan dan kepastian hukum bagi kedua 
belah pihak. 
12. Keinginan dari Para Pemohon, yang menginginkan agar anak mereka yang 
bernama A, bernasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, bukan hanya 
dinasabkan kepada Pemohon II (ibunya) saja. 
13. Pasal 41 huruf (a) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ,Jo. Pasal 2 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
menyatakan perlindungan anak itu dititikberatkan kepada kepentingan anak, 
baik sekarang maupun dimasadepan anak dan bukan untuk kepentingan 
orang tuanya. 
14. Pertimbangan selanjutnya adalah mengenai kepentingan anak yang bernama 
A, yakni agar anak tersebut mempunyai Akta kelahiran sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, yaitu anak dari Pemohon I dan Pemohon II. 
15. Sesusi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 
semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para 
Pemohon. 
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Selain pertimbangan di atas hakim dalam memutuskan perkara juga 
melihat pertimbangan substansif, yaitu
94
: 
1. Kitab Al Asybah Wan Nadhoir, halaman 138 yang berbunyi: 
ُِّةََحيْص ََ ْىِاتٌُّطُّ ْ٘ ُْ ٍَ ُِّةٍَِّع َّسىاَُّىيَعُّ ًِ ا ٍَ ُِّلإاُُّف  سََصت 
Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan 
kemaslahatannya 
2. Kitab Al Bajuri II: 354, yang berbunyi: 
اٖتُّٔىٌُّنحٌُّٗماحىااٖعَسُّةٍْتُّىيعُُّامُُّإٗ 
Artinya: Apabila penggugat/pemohon mempunyai bukti/saksi maka 
hakim menerima gugatan/permohonannya. 
 
Setiap putusan hakim harus menurut dasar hukum untuk mengadili dan 
pertimbangan hakim (alasan-alasan) sehingga putusan ini dijatuhkan. Setelah 
majelis hakim yang menyidangkan perkara permohonan pengesahan anak dari 
perkawinan sirri menganggap segala proses telah terpenuhi, dan pihak 
pemohon telah menyatakan cukup, maka majelis hakim membuat putusan. 
Oleh karena perkara ini merupakan perkara yang bersifat voluntair 
(permohonan), maka produk hakim dari hasil mengadili perkara ini berupa 
penetapan dan pengucapannya harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk 
umum. Karena putusan dan penetapan hanya sah dan mempunyai kekuatan 
hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
95
 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim yang menangani 
perkara Nomor 035/Pdt.P/2018/ PA.Yk. menetapkan hal-hal sebagai berikut: 
1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon. 
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2) Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir di 
Bantul pada tanggal 23 Januari 2015, dengan Akta Kelahiran Nomor --- 
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota 
Yogyakarta tertanggal 9 Maret 2018 adalah anak sah Pemohon I dan 
Pemohon II. 
3) Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga 
kini sebesar Rp 261.000,00,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah). 
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BAB IV 
ANALISIS PENETAPAN STATUS ANAK DARI PERKAWINAN SIRRI 
 
A. Analisis Terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan 
Agama Yogyakarta Perkara Nomor 035/Pdt.P/2018/PA.Yk 
Masalah perkawinan sirri merupakan perkara yang sudah biasa didengar 
oleh masyarakat. Namun bagaimana dengan pengesahan status anak dari 
perkawinan sirri. Mungkin permasalahan ini merupakan permasalahan yang 
jarang didengar oleh masyarakat. Dari sinilah penyusun akan mulai 
menganalisis perkara yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta. Menurut 
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Pengadilan Agama, bahwa Pengadilan Agama merupakan lembaga 
peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memerikasa, memutus, 
dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang Islam di bidang 
perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan sadaqah serta 
ekonomi syariah. 
Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Hukum 
Acara Perdata Indonesia dijelaskan bahwa pertimbangan atau yang sering 
disebut juga considerans merupakan dasar putusan. Pertimbangan 
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dalam putusan perdata dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertimbangan tentang 
duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Adapun 
yang dimuat dalam pertimbangan dari putusan adalah alasan-alasan hakim 
sebagai pertanggungan jawab kepada masyarakat mengapa ia sampai 
mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai 
obyektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan. 
(ps. 184 HIR, 195 Rbg, 25 UU No. 4 tahun 2004).
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Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa pertimbangan dalam putusan 
perdata terdiri dari dua bagian. Begitu juga halnya pertimbangan yang 
digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutus perkara 
permohonan pengesahan anak dari perkawinan sirri juga terdiri dari dua bagian: 
Pertama, pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwanya. Dalam 
hal ini, pertimbanga hukum yang dipakai hakim dalam menetapkan perkara 
pengesahan status anak dari perkawinan sirri ini didasarkan pada maksud dan 
tujuan pokok permohonan Pemohon yang menginginkan anak mereka 
ditetapkan sebagai anak yang sah secara hukum. Untuk mengetahui atau 
membuktikan anak tersebut anak sah dan lahir dari perkawinan yang sah secara 
agama, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan antara Pemohon 
I dan Pemohon II, yang mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan KTP milik 
Para Pemohon (P.2 dan P.3), surat pernyataan nikah agama (P.6), foto saat 
perkawinan Para Pemohon (P.7), sebagai dasar pertimbangan hakim dalam 
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membuktikan bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut agama 
dan anak tersebut adalah anak sah dan lahir dari perkawinan yang sah. 
Selain bukti tertulis diatas hakim juga mempertimbangkan bukti lain yaitu 
melalui keterangan para saksi dibawah sumpahnya. Keterangan para saksi 
dibawah sumpahnya dan alat bukti tertulis, sebagaimana telah disebutkan 
diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR/ Pasal 284 Rbg, 1866 BW 
yang menyatakan alat bukti terdiri dari: 
(1) Alat bukti tertulis 
(2) Pembuktian dengan saksi 
(3) Persangkaan-persangkaan 
(4) Pengakuan sumpah.97 
Perlu diketahui bahwa untuk menjadi saksi seseorang harus memenuhi 
syarat formal dan syarat materiil, yaitu sebagai berikut 
1) Syarat formal alat bukti saksi; 
a. Memberikan keterangan di depan sidang di Pengadilan. 
b. Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi. 
c. Kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediaannya 
untuk diperiksa sebagai saksi. 
2) Syarat materiil alat bukti saksi; 
a. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, 
dan dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saksi yang tidak didasarkan 
atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran, 
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dan pengelihatan sendiri tentang suatu peristiwa dianggap tidak 
memenuhi syarat materiil. Keterangan saksi yang demikian dalam 
hukum pembuktian disebut testimonium de auditu. Keterangan seperti 
ini tidak mempunyai nilai kekuatan hukum. 
b. Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan 
yang jelas. 
c. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling berkesesuaian satu 
dengan yang lain.
98
 
Pertimbangan yang kedua yaitu pertimbangan tentang hukumnya. 
1. Dasar pertimbangan Pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 beserta 
penjelsannya angka 14 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama. Pasal ini menerangkan bahwa tugas dan 
kewenangan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang 
perkawinan, warta, wasiat, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan sadaqah 
serta ekonomi syariah. 
Perkawinan yang dimaksud diatas adalah perkawinan atau hal-hal yang 
terkait perkawinan yang diatur dalam undang-Undang perkawinan yang 
berlaku, yang dilakukan menurut syariah. 
Dengan demikian, penggunaan Pasal ini sebagai salah satu pertimbangan 
hakim dalam memutus perkara permohonan pengesahan status anak dari 
perkawinan sirri sudah sesuai, karena hal ini termasuk dalam tugas dan 
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kewenangan Peradilan Agama, dan termasuk perkara yang dapat ditangani 
dibidang perkawinan yang didalamnya mencakup perkara tentang sah 
tidaknya seorang anak. 
2. Dasar Pertimbangan selanjutnya Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 sampai 38 Kompilasi 
Hukum Islam tentang rukun dan syarat perkawinan, yaitu calon suami, 
calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul, batas minimal umur 
calon mempelai, Akad nikah, dan mahar. Untuk mendukung Pasal ini 
Majelis Hakim juga memperlihatkan pendapat ahli hukum Islam dalam 
Kitab I‟anatuth Thalibin Juz IV hal 254 yang artinya: “Pengakuan 
perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya 
perkawinan dahulu seumpamanya wali dan dua orang saksi adil.” 
Selain rukun dan syarat-syarat perkawinan yang telah dijelaskan diatas, 
sebagai bentuk formalitas secara resmi dalam masyarakat, maka setelah 
acara akad nikah dengan proses sampai dengan ijab kabul, disunahkan 
mengadakan walimah atau pesta perkawinan. Menurut penyusun dasar 
pertimbangan hakim ini sesuai dalam menentukan apakah perkawinan 
antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dan memenuhi rukun dan 
syarat perkawinan menurut hukum Islam atau tidak, meskipun perkawinan 
antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama 
(KUA). 
3. Dasar Pertimbangan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. 
Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam tentang anak sah. Menurut dua Pasal di 
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atas seorang anak dapat dikategorikan anak sah bila memenuhi salah satu 
dari dua syarat, yaitu: pertama, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau 
sebagai akibat perkawinan yang sah; kedua, anak yang dibuahi di luar rahim 
oleh pasangan suami istrinya. Ketentuan ini untuk menjawab kemajuan 
teknologi tentang bayi tabung. Salah satu dari kategori di atas menjelaskan 
bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat 
perkawinan yang sah. Kata “dalam” pada Pasal diatas berarti lahirnya anak 
tersebut adalah selama masih dan telah dalam masa perkawinan orang 
tuanya, sedangkan kata “sebagai akibat” berarti perkawinan lebih dahulu 
terjadi barulah kelahiran anak tersebut terjadi. Sehingga proses masa atau 
kapan kelahiran kedua-duanya itu adalah menjadi anak sah. 
Dengan demikian, menurut penyusun penggunaan Pasal ini sebagai salah 
satu pertimbangan dalam perkara ini sudah tepat. Penggunaan pertimbangan 
ini berkepentingan guna mengurus AktaKelahiran Anak sebagai anak 
kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk memenuhi kepentingan, 
perlindungan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. 
4. Dasar Pertimbangan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974, jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Pasal ini menjelaskan bahwa perlindungan 
anakdititikberatkan kepada kepentingan anak, baik untuk masa kini maupun 
masa depan anak itu sendiri dan bukan untuk kepentingan orang tuanya. 
Prinsip ini diletakkan sebagai pertimbagan umum dalam semua tindakan 
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untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik 
maupun privat, pengadilan, otoritas administrasi ataupun badan legeslatif. 
Hal ini guna menjalankan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, bahwa 
negara menjamin perlindungan anak dan kepedulian terhadapnya. Negara 
mengambil peran untuk memungkinkan orang tua bertanggung jawab 
terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya. 
Menurut penyusun penggunaan Pasal ini sebagai salah satu dasar 
pertimbangan hakim dalam perkara ini sudah tepat. 
5. Dasar PertimbanganPasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 terakhir 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa semua biaya 
dibebankan kepada Para Pemohon. Menurut penyusun, hendaknya susunan 
perundang-undangan dalam dasar pertimbangan ini yaitu Undang-Undang 
Nomor 50 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 
tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) 
tentan Peradilan Agama. Menurut penyusun, digunakannya Undang-Undang 
ini sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam perkara ini telah sesuai 
sebagaimana mestinya. 
Dengan demikian, dari uraian diatas dapat dilihat bahwa dasar pertimbangan 
hakim yang digunakan dalam memutus perkara permohonan pengesahan 
anak dari perkawinan sirri Nomor perkara 035/Pdt.P/2018/PA.Yk ini telah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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B. Analisis Maqa<s{id Asy-Syari<ah Terhadap Penetapan Hakim dalam Perkara 
Pengesahan Anak dari Perkawinan Sirri 
Hakim mengadili suatu perkara amat dianjurkan oleh syariat Islam agar 
tidak serampangan atau memudah-mudahkan untuk memberi penetapan dan 
putusan hukum. Sebagai pejaabat negara yang diberi wewenang untuk itu, 
karena ijtihad hakim Peradilan Agama dapat dikaitkan dengan peran Peradilan 
Agama sendiri, disamping sebagai institusi hukum juga sebagai institusi sosial. 
Peran Peradilan Agama sebagai institusi sosial yakni mengakomodir dinamika 
perkembangansosial dari aspek hukum yang berakibat putusan hakim 
Pengadilan Agama mempunyai nilai keadilan dan nilai manfaat. Dari sini 
penemuan hukum sangat diperlukan apalagi adanya perkembangan kehidupan 
termasuk perkembangan hukum Islam di Indonesia.
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Dalam memutus perkara pengesahan status anak dari perkawinan sirri 
Nomor 035/Pdt.P/2018/PA.Yk Majelis Hakim mengabulkan Permohonan 
tersebut. Dengan melihat pertimbangan-pertimbangan yang ada permohonan 
tersebut dikabulkan yaitu demi kemaslahatan, kepentingan, kesejahteraan dan 
masa depan anak. 
Mengingat, permohonan dari Pemohon yang menginginkan agar dalam 
Akta Kelahiran anak mereka ditulis nama ayah serta nama ibunya, bukan hanya 
nama ibunya saja. maka penetapan mengenai status anak tersebut adalah jalan 
terbaik dalam menyelesaikan perkara ini. 
                                                          
99
Akhmad Khisni, Ijtihad Hakim Peradilan Agama, (Semarang: Unissula Press, 2011) 
67 
 
 
 
Maqa<s{id asy-syari<ah disini dimaksudkan sebagai pisau analisis atau 
kacamata untuk membaca kenyataan di sekeliling kita. Maqa<s{id asy-syari<ah 
bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi manusia, 
khususnya umat Islam. Untuk itu, dicanangkanlah tiga skala prioritas yang 
berbeda dan saling melengkapi, yaitu Dharuriyat, Hajiyat dan Tahsiniyat. 
Sudah jelas bahwa tujuan penetapan status anak dari perkawinan sirri 
adalah kebaikan, tidak ada didalamnya unsur-unsur kemudharatan atau 
keburukan bagi anak. Oleh karenanya dalam kenyataan penetapan status anak 
lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada kerusakan dalam kehidupan. 
Maka melaksanakan penetapan status anak adalah suatu keharusan bagi mereka 
yang menginginkan anak mereka menjadi jelas dimata hukum dan mendapat 
hak-hak yang sama dengan warga negara lain. Sejalan dengan pemikiran 
tersebut, didalam maqa<s{id asy-syari<ah kebutuhan manusia ada 3, yakni 
kebutuhan Dharuriyat (Primer), Hajiyat (Sekunder), Tahsiniyat (Tersier).  
Kebutuhan Dharuriyat (Primer) sendiri ada 5: menjaga agama, menjaga 
jiwa, menjaga akal, menajaga keturunan dan menjaga harta. Apabila dari 
kelima kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka manusia tidak bisa hidup. Dari 
sini dapat dilihat dari segi pentingnya hak-hak anak dalam kehidupan, yang 
apabila pengesahan status anak tidak terlaksana maka akan berdampak luas 
terhadap hak-hak lainya, misalnya rusaknya hubungan hakdan kewajiban 
antara anak dengan kedua orang tuanya, hak saling mewarisi, perwalian dan 
hak keperdataan lainnya. Maka pelaksanaan pengesahan status anak termasuk 
dalam memelihara keturunan (Hifdz Nasl) dan dapat dikategorikan sebagai 
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kebutuhan dharuriyat (Primer). Kebutuhan Dharuriyat ialah tingkatan 
kebutuhan yang harus ada sehingga disebut kebutuhan primer. Apabila tingkat 
kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan manusia baik di 
dunia maupun di akhirat. 
Untuk menjaga kebutuhan tersebut dengan kondisi zaman yang seperti ini 
maka harus dipebuhi pula kebutuhan sekundernya sebagai penunjang 
kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi sebenarnya tidak akan 
mengancam keselamatan atau keberlangsungan umat manusia. Namun akan 
menimbulkan kesulitan, seperti halnya Peradilan Agama merupakan kebutuhan 
sekunder yang apabila tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kesulitan. 
Kesulitan-kesulitan tersebut diantaranya adalah manusia kesulitaan dalam 
upaya pelakasanaan penetapan pengesahan status anak kalau sarananyaa tidak 
ada. Maka pembuatan lembaga Peradilan adalah harus ada, meskipun apabila 
tidak ada kehidupan manusia tidak akan terancam. Karena selama sesuatu yang 
menunjang kebutuhan lain hukumnya wajib ada. Seperti kaidah: 
َُّاٌٍُُّّْسُِّتَُّشُّ ئَُُّّاٌٍُُّّْسُِّتََُُّّ٘سُِّعُِّئُِّ  
“kamu memerintahkan sesuatu perintah juga sarananya” 
Selain kebutuhan dharuriyat dan kebutuhan hajiyat juga ada kebutuhan 
lain yang sebaiknya dipenuhi yakni kebutuhan tahsiniyat (tersier). Pada 
dasarnya apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam 
keselamatan umat manusia dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Hanya saja 
kebutuhan ini sebagai pelengkap dua kebutuhan sebelumnya. Dalam hal 
pengesahan status anak maka diperlukannya suatu wadah untuk 
69 
 
 
 
mencatatkannya yang bisa dimiliki oleh individu bukan hanya pemerintah saja, 
karena pemerintah mempunyai data dalam bentuk sistem pencatatan online. 
Sedangkan tidak semua masyarakat bisa mengaksesnya, jadi diperlukan akta 
kelahiran sebagai wujud nyata dari status anak yang telah sah menurut agama 
dan negara. Sehingga bisa digunakan kapan saja saat dibutuhkan. 
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan 
sebagai suami istri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara sosial 
dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rohmah. 
Adanya perkawinan merupakan suatu kebutuhan dharuriyat (primer), yaitu 
suatu kebutuhan yang harus ada, yang apabila tidak ada akan berakibat 
menghancurkan kehidupan manusia. Untuk menjaga kebutuhan dharuriyat 
(perkawinan) adanya lembaga KUA sebagai kebutuhan hajiyat sangat 
dibutuhkan, yakni sebagai lembaga pencatat perkawinan, karena perkawinan 
merupakan suatu perkara yang bisa rusak apabila tidak ada bukti. Untuk 
melengkapi kebutuhan-kebutuhan di atas sebagai tanda bahwa mereka benar-
benar sudah menikah pencatatan perkawinan dituangkan dalam bentuk buku 
nikah, kartu nikah dalam model yang bermacam-macam. 
Menurut analisis penulis, lembaga perkawinan memang harus ada akan 
tetapi perkawinan sirri tidak boleh dianggap tidak sah karena dicatatkannya itu 
tidak dapat dikatakan itu hajiyat, maka walau bagaimanapun secara negara 
perkawinan sirri memang melanggar dalam bidang administrasi, tetapi secara 
dharuriyat tetap dianggap sah selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan 
menurut agama. Kemudian dari sebuah perkawinan pasti akan muncul 
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keberadaan seorang anak, dimana disetiap keberadaan anak pasti akan 
memiliki sebuah nasab. 
Menjaga nasab merupakan kebutuhan dharuriyat, yang apabila tidak 
terpenuhi akan mengancam kehidupan manusia. Untuk menjaga nasab tersebut 
dibutuhkannya akta kelahiran sebagai kebutuhan hajiyat dalam upaya 
mewujudkan kebutuhan dharuriyat, karena kebutuhan hajiyat bisa menjadi 
kebutuhan dharuriyat saking pentingnya kebutuhan tersebut, maka keberadaan 
akta kelahiran bisa sangat penting. Kemudian dalam kebutuhan tahsiniyat atau 
pelengkap akta kelahiran mau dibuat dalam model yang bagaimanapun tidak 
masalah. 
Berangkat dari sini maka pertimbangan hakim bahwa mensahkan adanya 
status anak meskipun berdasarkan perkawinan sirri itu secara maqa<s{id 
dianggap sesuai, karena apabila tidak ada putusan ini kebutuhan dharuriyat 
anak akan terancam. 
Berdasarkan beberapa uraian diatas penyusun dapat menyimpulkan bahwa 
pengesahan status anak dari perkawinan sirri harus dilaksanakan karena suatu 
usaha dan daya upaya melindungi anak dari rusaknya nasab antara anak dengan 
ayah kandungnya, dan pengesahan status anak dari perkawinan sirri juga 
sangat menguntungkan bagi anak, karena dengan pelaksanaan pengesahan 
status tersbut kedudukan anak menjadi jelas dimata hukum dan anak bisa 
mendapatkan hak-hak yang sama dengan warga negara lain. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam 
perkara Nomor 035/Pdt.P/2018/PA.Yk tentang Permohonan 
Pengesahan Status Anak adalah Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974, jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan 
yang membahas mengenai anak sah. Dalam pasal tersebut dijelaskan 
bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari 
perkawinan yang sah. Permohonan pengesahan anak tersebut 
dikabulkan karena melihat perkawinan sirri yang dilakukan Pemohon 
I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan 
menurut agama. Sehingga perkawinan sirri tersebut dinyatakan sah. 
2. Secara Maqa<s{id asy-syari<ah, penetapan hakim dalam perkara 
permohonan pengesahan anak dari perkawinan sirri telah sesuai 
dengan ketentuan maqa<s{id asy-syari<ah. Dimana pengesahan anak 
tersebut merupakan suatu kebutuhan dharuriyat dimana apabila 
kebutuhan ini tidak terpenuhi maka dapat mengancam kehidupan, inti 
dari kebutuhan dharuriyat adalah terpenuhinya 5 hal pokok. Dalam 5 
hal pokok tersebut terdapat Hifdz nasl (menjaga/memelihara 
keturunan), karena dengan ditetapkannya pengesahan anak dari 
perkawinan sirri maka terjaga pula keturunannya. Majelis Hakim 
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mengabulkan permohonan pengesahan status anak dari perkawinan 
sirri adalah semata-mata demi mewujudkan kemaslahatan anak. sesuai 
dengan tujuan maqa<s{id asy-syari<ah sendiri adalah untuk mencapai 
kemaslahatan (kebaikan, kemanfaatan, dan menjaga manusia terutama 
umat Islam) menghindari kemufsadatan. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penyusun berikan sebagai berikut: 
1. Diharapkan kepada masyarakat kiranya dalam melaksankan 
perkawinan harus benar-benar memperhatikan syarat dan rukun yang 
menjadikan sahnya perkawinan, serta memperhatikan hukum yang 
berlaku di Indonesia agar tidak ada kerugian yang ditimbulkan di 
kemudian hari. 
2. Diharapkan pemerintah atau instansi yang berwenang lebih sering 
untuk mengadakan penyuluhan hukum mengenai permasalahan 
dibidang perkawinan khususnya mengenai perkawinan sirri serta 
akibat-akibatnya. Dan menjelaskan peranan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan agar masyarakat lebih memahami 
hukum dan tata cara perkawinan menurut hukum yang berlaku di 
Indonesia.
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